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Menimbang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 430/15/SK/Set/Disbud 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama
(IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana
Kerja Tahunan (RKT) yang mencerminkan kinerja masing-
masing individu;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal
4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera
Barat;

c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Individu untuk masing-masing ASN sesuai
jabatannya di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi
Sumatera Barat;

d. Bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi
Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas
Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.


mailto:kebudayaan@sumbarprov.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

15.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat;

16.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun
2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum
pada lampiran keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan ukuran Kkinerja untuk
menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Februari 2023

NIP. 19680905 199702 1 002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 430/15/SK/Set/Disbud 2023
TANGGAL : 16 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEBUDAYAAN
Tugas Pokok : Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

-1 -2 -3 -4 -5

1 Indeks Dimensi
Warisan Budaya 54,31 54,81

1. Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang 100 100
Dilestarikan




2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan 69,4 71,43
Formula Penghitungan Per Dimensi :
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan :
' _ Jumlah WBTB yang Dilestarikan 100%
WBTB yang Dilestarikan = Jumlah WBTB yang Ditetapkan X °
Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan :
Jumlah WB Benda yang Dilestarikan
WB Benda yang Dilestarikan = x 100%

Jumlah WB Benda yang Ditetapkan
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